
II 
j· 
il 

0 

Menimbang i a. D•hw~ dengan terbentuknya Kotamadya Oaerah Tingkat 11 Kupang, maka urusan d1bidang pendapatan daerah 
merupakan s-.lah s.atu urusan yang disera.hkan 
menJ•di urusan rumah t~ngg~ daerah 

b. bahwa Ltntuk i tu maka paJak per tunJukkan dan keramaian Ltmum rnerupakan salah tu~tu sumber 
penerimaan perlu dikelola dan karena itu perlu diatur dan menetapkan d&n9an P~raturan Daerah, 

Mengingat 1. Undarng-undang Nomor 5 Tahun 1974 tent&ng Pokok Pokok F-'enoer i nt.har, di D.aer.a,.h <Lembaran Negara. 
Republik Indonesi-. Tahun 1974 No, 38, Tamb&han 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037)J :.:. Undang-undany Nornor 64 Tahun 1~58 tl!ntang Pl!mben 
tukan Uaerah Daer~h lingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur <Lemb&tran Negar& 
Republik Indonesia T.ahun 1'958 No. 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 164'9)p 

3. Undang-und .. 1119 Nomor 5 T.ahLtn 1996 ten tang Pembentuk.an l(,:;·l;amao:y·a D .. erah Ti ngk.at I I Ku pang 
(Lembaran Nego1r;. f<epubl1k Indr.me'iilia Tahun 1996 
No. 43, iambah~n Lembaran Negara Republik 
lndonesi-. No. 3633)1 Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah <L•mbaran N•g.ara Republik Indonevia T-.hun 1957 No, 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1287)1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lfrmbaran Negara Republik Indonesia 
T-.hun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 326'9) 
Peratur-.n Pemerint.1.1·, Nomor 27 T•hun 1983 tentang pelaksanaan Und.ang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidan.a (Lembar-.n Negar-. Repub 
lik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambah.an Lemba 
ran Negara Republik Inaones1a Nomor 3258)1 

7. Keputusan Mendagri Nomor 46 Tahun 1983 tentang 
Penertiban Peredaran Film dan Perbioakop&n di Daer.ah dalam r.angk.a meningkatkan Pl!ndapatan 
Daer-.h; 8, Keputusan Menteri Penerangan Nomor 2020 T-.hun 
1983 tentang Cara Pered-.ran Rekaman Video, JO 
Kep4tus.an DirJen Radio Televiai dan Film Nomor 05 Tahun 1984 Tentang Ketentuan Ketentuan Pel&ks.anaan 
Pembin.aan Rekaman Video, 9. Keputusan Menparpostel Nomor KM.70/PW.105/MPPT- 
85 Tentano Peratur.an Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; - 

9. $urat Deppen RI Nomor 9640/K/198~ Tanggal 30 Juni 
1985 Peri hal Pajak Tontonan a tat; Persew.i.an Ka11et 
Videop 

10. Surat Mendagri Nomor 973/1707/PUOD t~nggal 14 
April 1974 Perihal U~aha Peningk.i.tan Pendapat Asli 

4. 

~: 

:J 5. 

6. 

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TIN0KAT II KUPAN0 
NOMOR 1 32 r AHUN 1 ':197 

lEl>ITANG 
PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAlAN UMUM 
DENGAN RAl-iMAT funAN YANG MAHA ESA WALlKOrAMADYA Kl::PALA DAERAH TH,113t<AT 11 KUPANG 

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TJNGKAT II KUPANG 



2 

(2) 

Obyek Pajak adalah setiap pertunjukkan dan keramaian umum 
yang memungut bc1yc1re1n di Dc1er"'h, Obyek Pajak sebagai mana dimaksud ayat Cl) terdiri dari I 
a. Penyelenggaraan pertunjukhan film1 
b. Penyelenggaraan Olah Raga termasuk gelanggang renang1 
c. Pertunjukkan kesenian; d. Pemyelenggar~an pasar malc1m dan ~ejeni~nyaJ e. Penyelenggaraan usaha Jasa kesegaran jasmani, panti pijat 

d&n 1uejeniBnya1 
f. Per,.;e.waan video g. Penyelenggaraan 

(1) 

Pas11l 2 

B A B ··,II 
OBYEK PAJAK 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak5ud dengan I 
a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang1 
b , Pemerintah D<i.erah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Kupang1 
c , Walikotamadya. «1dalah Walikotamadya Kepa1la Daerah Tingkat II Kupang; 
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Da&rah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang1 
e. Dina• Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotama dya Daerah Tingkat II Kupang; 
t , Pa.jak . ·PertunJukan dan Keramaian umum adalah Pajak atas penye lenggaraan p.ertun.jukkan d.an keramaiar:i umum yang dipungut 

bayaran1 9. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah segala macam/jenis 
pertunJukan, dan keramaian umum at~u se~ala bentuk usaha yang 
dapat dinikmati serta dapat menimbulkan kesenangan bagi ••tiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton 
atau mempergunakannya dipungut biaya/bayaran termasuk 
persewaan Video Cas5et dan seJeni~nya; · 

h, Penyelenggara adalah seorang a.tau badan hukum, perkumpulan 
atau panitia·yang menyel~nggarakan dan bertanggung Jawab atas pertunjukan dan keramaian umum tersebut1 i. Penonton adalah setiap orang ya1ng menghadiri dan mempergunakan fa~ilitas tempat hiburan dan tempat lainnya yang dap&t diper 
samakan dengan i tu, kecual i penyelenggara_, pegawai-pegawainya 
dan petuga~ yang menghadiri untuk melaksanakan tugas kewaJi 
b.annya. 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II KUPANG 
TENTANG PAJAK PERTUNJUKKAN DAN KERAMAIAN. 

B A B I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan, 

M E M U T U 8 K A N 

Dengan Per~etujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Kupang. 

Daearah Atas Pajak Tontonan1 
11. Surat Mendagri 973/S365/PUOD/1988 Perihal Pajak 

Tontonan atas Persyaratan Video Kaset. 



( 1 ) 

Paaal 7 
Penyelenggara wajib memberikan tanda maauk kepada setiap penonton/pengunJung pada •etiap penyelenggaraan/pertunjukkan 

d.an keramai.an umum. Tanda masiuk sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini dilegalisasi oleh Dina• Pendapatan Daerah. 
Tanda. ma11uk bagi u~aha Bioskc,p disediakan oleh Pemerintah ~ 

3 

(2) 

(3) 

B A B V 
TANDA HASUK 

0 
(2) 

Pasa.l 6 

Permohonan ijin dapat ditolak apabila pemohon tida!< m~menuhi ketentua1n/persyaratan untuk memperoleh izin. 
I.jin dapat di,:abut bilamana penyelenggara melanggar ketentuan-ketentuan balk dala>.m Peraturan Daerah ini maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang beriaku. 

( 1 ) 

(1) Setiap penyelenggara pertunjukkan dan keramaian umum harus 
m.endapat iJin terslebih dahulu dari Walikotamady.a. Kttpil.l& 
Da1erah. (2) Untuk mendapat iJin sebagaimana dimaksud ay&t ( 1) pasal 
ini penyalenggara harua mengajukan permohon&n kepada 
Walikotamadya Kepala Daerah dengan mengiai formulir yang 
telah diaediakan. 

(3) Tata cara dan permohonan izin ditetapkan oleh Walikotama 
dya Kep.ala Daerah. 

BAB IV 
PERI.JI NAN 

Paaal 4 
Yang b&rtanggung jawab atas pembayaran paJak ade.lah penyellmg gara/p.emegang ixin I a. untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau 

kuasanyaJ 
b. untuk badan hukum/panitia adalah pengurus atau kuasnya. 

Wajib Pajak adalah penonton/pengunjung pertunJukan dan keramaian umum 

Pas•l 3 

h. Taman Rekreasi dan sejenisnyaJ 
i. Persawaan sarana olah ragaJ J• Gelanggang permainan dan ketan9kasanJ k. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya. 

B A B III 
WA.JIB PAJAK 

~· 4 
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(3) '°' 0 

Walikotamadya Kepala D.aerah menetapkan kelas Bio•kop J 
Kelas Bioskop terdiri dari I 
a. A I I 
b. A I 
c , B I I 
d, BI 
e. C 
f. D 
g. Keliling Harga tanda masuk yang selanjutnya disebut HTM ditetapkan 

oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul penyelenggara 
Bioskop dengan berpedoman kepada I 
a. kemampuan daya beli ma.yarakat1 
b, nilai komer~ial p•da film yang akan diputarJ 
c. klas biaoskop yang ada; 
d, perbedaan harga tanda masuk bioskop yangtinggi terhadap 

klas yang lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 XJ 
e. harga tanda masuk untuk pertunjukkan khusus ditetapkan 

oleh p.enyelenggara dengan. peraetujuan Wal ikotamadya 
Kepala Daerah, ~ 

( 1 ) 
( '.,!) 

Pasal 9 

BAB VI 
TARIF PA.TAK 

a .• memasuki tempat dimanil pertunjukkan dan keramaian dis.elenggarakiln serta loket-loket penjualan karci11 tanda 
milsuk I 

I:;), meminta kepiilda penonton untuk memperlihatkan karcis 
tanda1 masuk dan mengadakan pemer i kaaan terhadap 
penyelenggara apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan Daer ah, 

P•••l 8 

< 1) Tanda masuk s1tbagaimana dim&ksud p.as&l 7 &y.at < 1) dapat 
berbentuk buku atau lembaran lepas deno•n sy&rat-•yarat yang ditentukan oleh Walikot&madya Kepal& Daer.ah, <2) Legalisasi tanda masuk sabagaiman.a dim&1k•ud pa•al 7 &yat 
(2) di lakukan deng&n membubuhk&n cap &tau perfora•i oleh 
Dinas Pendapatan Daerah. 

(3) Tanda masuk bebas (free pass) harus dibubuhi cap oleh Dinas 
Pendapatan Daerah, 

(4) Untuk kepentingan penoawasan, setiap penyelenggaraan/ 
pertunJukkan Dina• Pendapatan Oafl!rah mendapat tanda maauk khusus dari peneyelenggara yang Jumlahnya ditetapkan 
Walikotamadya Kepala Daearah. 

(5) Pejabat seperti yano dimaksud pad.a ayat (4) p.asal ini 
berhak1 

De.er~h dengan beban biaya percetakan ditanoouno oleh penye 
lenggar.1., 
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Csepuluh ribu rupiah) (lima belas ribu rupiah) 
Cdua puluh ribu rupiah) C dua puluh lima ribu 

10.000,- 
15.000,- 20.000,- 25.000,- 

Rp. 
Rp. Rp. Rp. 

Rp.200, 
Rp.300, Rp.400, Rp.500,- 

Paaal 11 0 Besarnya Pajak PertunJukkan Dan Keramaian Umum untuk Jeni• lainnya ditetapkan aebagai berikut I 
a. Untuk penyelenggaraan Olah Raga termasuk Gelanggang Retnang 

11ebe11>ar 10% dari HTM; . b , P&?rtunjL1kkan Kesenian sr.ebe1u1r · -, 20% da r i HTM, sedangkan 
PertunJukkan Tradiaional y-.i tu ,jeni\15 Kesenian yang perlu 
dilindungi dan dileatarikan karena mengandung nilai-nilai 
luhur dan Kesenian kreasi baru ·yang ben1umber dari Ke11enian 
Tradinional dipungut pajak 10% dari HTM1 

c , Penyelenggaraan Paaar Malam dan seJenisnya 11&Pbet1ar 10% da.ri 
HTMJ 

d , Penyehmggaraan us.aha Jasa r,eaegara1n Ja11Jm1Ani, Kebugaran, 
Panti PiJat dan aeJenisnya sebesar 151, dari HTMJ 

e. Persewaan Video Cassete dan sejenisnya sebeKar 10% dari Harga 
Sewa; f. Penyelenggaraan karaoke dan 5ejenisnya aebesar 20% dari HTMJ 

g. Taman Rekreasi Pantai/Bungai dan sejenisnya sebesar 10% dari 
HTM <Harg~ Tanda Masuk)J 

h , Per1&6!W&iln sarana Olah RaQa di tetapkan 11e11uai d11n9an l:ondisi 
;,., OaerahJ 

i. Gelangg..-ng perm ... i nan dim Ketangkasc1.n di tetapkan per 11arana O disesuaikan dengan kondi11i Oae~ahJ 
J• Pertunjukkan Sirkus balk yang menggunc1kan binatang maupun hanya dilakukan oleh orang dipungut pajak 20% dari HTMJ 
k , Pertunjukan dan Keramaian Um•..1m yang menggunakan Elektronik 

c;lipungut pajak s.etiap bulan per Unit sebac;;iai berikut I 
1. Per coin Rp.100,- Rp. 5.000,- Clima ribu rupiah> 
2. Per coin Rp.150,- Rp. 7.500,-CtuJuh ribu lima ratus rupiah) 
3. Per coin 
4. Per coin 
5. Per coin G. Per coin rupiah) 

• Pertunjukkan dan Keramaian Umum yang ada hubungannya dengan 
Upacara Keagamaan atau Perayaan Hari-hari Na•ional BerseJarah dan tidak dipungut bayaran dari penonton/pengunJunQ tidak 
dip.ungut p•jak. < 

FILM NASIONAL FILM IMPORT 
30:t. 
28:X. 
25t. 
23:X. 
2(1% 
17% 
13% 

27% 
2!3'l. 
23% 
201. 
17'Y. 
13;. 
10t. 

A. I I 
A. I 
B. II 
B. I c. o. 
KELI LING 

KLAS BIOSKOP 

Besarnya Pajak .it•• pertunjukk.an dan kmram•i•n umum di tetapkan d.ari harga tanda masuk setinggi-tingginya 11>ebagai berikut I 

Pasal 10 



<1) Wajib paja.k dapa.t m&no;;J•Jukan keber•tan ser.:ara tertulia kepada Walikotam.adya ~:epala Da1erah .ata• SKP, SKPT, SPT dalam waktu 3 (tiga) bulan. 
(2) Wal ikotamady.a l<epAl-' Daer ah dal.im w.aktu paling lama 3 Ctiga) bulan aeJak aurat keberatan diterima harus memberikan keputua•n ata• kebertan yano diaJukan. (3) Ap"'bila d•lam JangkA waktu 3 Ctiga) bulan tidak ada Jawa 

ban at.au keputuan dari Walikotamadya Kepala Daerah maka 
keberatan pa.jak dianggap diterima.. y 
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Paa.al 17 

BAB VIII 
KEBERATAN DAN BANDINa 0 

Jumlah pajak dan denda yang terc•ntum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat l<etetapan P-'Jak Terhutang d.i1n Surat Tagihan Pa•ar 
d.apat di t.ao;;iih dengan Sur•t Pal<:sa. 

Tata cara pengahapusan piutang paJMk dan penetapan besaYnya 
pengh.apusan pajak diatur oleh Walikota Kepala Daerah ata• perse 
tu.j(Jan DPRO. 

Pasal 16 

Pembayaran Pa.Jak di lakuk•n di K,u1 Dulrah .-tau tempa.t l.ain yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, 

Paaal 14 
0 

Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila I a. Pajak kurang at.au tidak dibayarJ 
b. waJib paJak di~enakan sank•i adminiRtra11i berupa biaya tambahan 
,:. daYi h.isil pemeriksaan ternya.ta teYdapi\t kekurangan pem ba.yar;;,.n pa_iak. 

I 
i 
i 
! 

1 
! 

·J 

. t 
I 

Paaal 13 

TATA CARA BAB~ 
PEMBAYARAN £~N ~}_HAN 

Pasal 12 

Cl> Pembayaran paJak dilakukan dimuka, 
(2) l<hu•-1,.1111 bo1gi penyelenooar.a pertunjukkan dan keramaian umum 

yang ti dak roenggun.ak.an t.i1nd.a m1111uk, per hi tungan pajak dilakukan zetiap bulan yang harum disetor dengan w.aktu yang ditet&pl<an. 
(3) Keterlambatan pembayar.i.n pa.Jak y.-ng melampaui m.a•a Jatuh 

tempo pembayaran sebagaimana yang ditetapkan dalam SKP dikP-nakan denda. sebesar 2:5'r. aetiap bulan dari pokok pajak untuk setiap keterlamb&tan, 



ke.jadian i tLI di t~mpilt sa,llt 

tugas Penyidikan para pejab~t sebagaimana 
21 Peratura.n Da~rah ini berwenang I 
atau pengaduan dari seseorang tentAng adany& 

alam mgla~~anakan 
imaksud pad& pasal 

M.ener iroa la.po:,ran 
tindoilk pidanai 

, Me1HkUk3n tindakan pert,,mvada 
dan mftl4kukan pamariksa.an; 

Pasal 22 

,~ain ,;.leh Peja.bat Penyidik POLt:U, P1;nyidikan ata.111 tinda.k pidana 
agai mana dimaksud da.lam pa~al 20 Peraturan Daerah ini dapat 

I a dil-.kuk.ir, oleh Penyidik Pe9awai Negeri Sipil <PPNS) 
Ii l i"ngkungan Pemer i ntah Daer ah yang pengangka tannya di tetapkan 
,.1!,>$.Ua i dengan per a. tu ra..n perundang.1,, yang ber l aku , · 

Pa16al 21 

BAB XI 
l<ETENTUAN PENYIDIKAN 

(1) Barangsiapa melanggar katentuan dimaksud pada pasal 6 ayat 
(2), paual 7 ayat (2), pil.sa\ 8 ..1yat (1), (2), (3) dan p,ts.a.l 
12 ayat (3) dap~t diancam Pioana kurungan Melama-lamany~ 3 
CtiQa) bulan atau denda b~ting9i-tingginy~ Rp. 25.000, 
(lima puluh ribu rupiah)f 

(2) Tindak Pidana dimak$Ud pada ayat (1) pasal ini adalah 
pelan,;;igaran. 

Pasal 20 

O BAB X 
KETENTUAN P IDANA 

( 1) Wa,l ikot;.madya Kapa la Daer ah dapat member i kan kar i nt;,la.nan 
dan pembeba11an terhadap pemb~y3ran paJak pertunJukkan dan 
keramai.i.n umum baik 11ebo.\g·i~n a.taupun saluruhnya. 

(2) Tata c ar a pemberian kerin~;11.nan dan pembeba11.an !Utbaga.imana 
dimaksud ayat (1) pa6al ini diatur olah Walikotamadya Kepal.a 
Daen~h. 

Pasal 19 

BAB IX 
KERINBANAN DAN PEMBEBASAN 

Apabila Walikotamo1dya Kepala Daerah menola.k keberat ... n pajak yang 
dio11Jukan wajib p11.ja.k sebagai man.a dimaksud pas.al 17 ayat (2), 
waJib pajak dapat memohon banding kep.ada Majal 111 Partimbangan 
PaJa.k dalam jangka waktu 3 (tig<il) bulan setelah k1tputusan ters• 
but diterima menurut cara yang ditentukan dalam peraturan M~Jelis 
Pertimbangan Pajak. 

memb~.yar pajak tidak tertunda deno•n 
Kebe rat.an seba.gaim.ana dima.ksud ayat ( 1) 

Kewajiban untuk 
diaJukanny~ Burat 
P• s.a. l in i . 

(4) 

Pasal 18 
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PEl"IBlNA NIP. 620 016 014. 

DRS. W. F. PRANOA. 

SEKRETARIS WILAVAH I DAERAH 
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG 

·i~hkan o 1th Gubernur Kepal• Daei-c1h Tingkat I Nusa Tenggara 
·i NolllOr •••••• Tanggal •• , •• Tahun.,. 
i dangkan dalam Lembaran Dattrah i<otitmady.a Daer ah Tingkat I I upang Nam.or •••••• Tanggal •••••• Tl!lhun ••••• Seri •••• Nomor ••••• 

RAKYAT DAERAH 

ABOitetapNnn di Ku pan 9. 
P;,d~ Tan _gal :tJ April 1'397. \ 

diundang- ta.nggal berla.ku 0 . Paraturan Daerah ini mulai 
l:an. 
Agar seti~p orang dapat meng~tah~inya, memerintahk~n pungundan 
gan Peraturan Daer~h ini dengan penemp~tannya dalam Lembaran 
Daero\h kotamadya Oae.r.;,.h. ~ 

BAB Xll! 
KETEN"TUAN PENUTL•P 

11epanJang Keputuisa.n 
Pey,..tun).r, Daer&h inl 
lebih lanjut d~ngBn 

Hal-hal yang belum diatur da.J..;,.m 
mengenai pelaksa.naannya diatur Walikotamadya Kepala Daerah 

Pasal 23 

BA 8 XII 
KETENTUAN LA IN-LA TN 

' c, Menyuruh berhenti seor~ng teraangka dan memeriksa tanda penge- 
nal diri ter11angka1 

d. Melakukan penyitaan bend~ dan atau suretJ 
e, Meng•mbil sidik Jari dan mamotret seseorang1 f. Memanggil"orang untuk didengar da.n diperiksa senagai tersangka 

at.!IU ,;a.kGi, 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemariksaan perkara1 
h , Men9n1dakan penghentian penyidikan setel~h mll!ndapat p6!tunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 

ter~ebut bukan merup~kan tind~k pid~na dan selanJutnya m~lalui Penyidik me1nberitah1.\k,n ha.l te,raebut kepada Penuntut Umum, ter~~ngka. atau keluarga.nya. 
i, Meng~dakan tindakan lain m~nurut hukum yang dupat dipertang 

gL1ng Jawabkan. 

 


